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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

       Berdasarkan dari hasil pembahasan pada bab-bab di atas sebelumnya, 

 maka dapat disimpulkan, bahwa: 

 

1. Berbagai instrumen hukum pengaturan di bidang pencegahan tindak 

pidana perdagangan orang (human trafficking) telah ada, namun upaya 

pencegahan terhadap tindak pidana ini di masa Pandemi Covid-19,  perlu 

peran pemerintah kabupaten Bogor, khususnya Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan Dinas Sosial pada bidang 

perlindungan perempuan dan anak untuk lebih mengkhususkan untuk 

pencegahan tindak pidana ini, sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (2) 

Undang-Undang TPPPO, pemerintah daerah wajib membuat kebijakan, 

program, kegiatan dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan 

pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang. 

 

2. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan upaya pencegahan terjadinya 

tindak pidana perdagangan orang, maka untuk mengoptimalisasikannya 

agar lebih efekti, pemerintah daerah kabupaten Bogor perlu  memperkuat 

peraturan daerah yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan 

masalah perdagangan orang, selain dari program, kegiatan, dan alokasi 

anggaran untuk penanganannya diperkuat pada unit-unit bidang 

perlindungan perempuan dan anak.  

A. Saran 

1. Perlunya kebijakan dari pemerintah daerah Kabupaten Bogor dalam 

pencegahan tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) 

dengan memperkuat pendanaan dalam setiap program dan kegiatan 

dalam upaya pencegahan tindak pidana ini. 
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2. Perlu adanya kebijakan aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah 

daerah KabupatenBogor suatu aturan sejenis peraturan Daerah (Perda) 

tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan 

Orang. 

3. Pemerintah daerah KabupatenBogor perlu menguatkan sarana dan 

prasarana dengan melibatkan lintas instansi di daerah dan aparat 

penegak hukum maupun organisasi-organisa kemasyarakatan, 

organisasi pengusaha untuk secara bersama berkomitmen mencegah 

tindak pidana perdagangan orang (human trafficking). 
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